
GUBERNURGORONTALO
PERATURANGUBERNURGORONTALO

NOMOR 80 TAHUN2016
TENTANG

KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGAS DANFUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN KEUANGAN PROVINSIGORONTALO

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
GUBERNURGORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (3)
Peraturan Daerah Nemer 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, Ketentuan mengenai
kedudukan, susunan erganisasi, tugas dan fungsi, serta tata
keIja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Gubemur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubemur
Gerentale ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata KeIja Badan Keuangan Provinsi
Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provlnsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahtin 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang ..Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Peinerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);



Menetapkan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia l'ahun 2,016
Nomor 114, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia
Nomor5887);

9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan. Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Go!ontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Gorontalo Nomor09).

MEMUTUSKAN:
PERATURANGUBERNURGORONTALOTENTANGKEDUDUKAN,
SUSUNANORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADANKEUANGANPROVINSIGORONTALO

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasa11
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Otonom ProvinsiGorontalo.
2. Pemerintahan dacrah adalah Penye1enggaraan urusan

pemerintahan o1eh pemerintah daerah dan DPRDmenurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi se1uas-
1uasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai un sur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Kepa1aDaerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Badan adalah Badan Keuangan ProvifiSiGorontalo.
7. Kepa1aBadan adalah KepalaBadan Keuangan Provinsi Gorontalo.
8. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan o1eh

Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas
Otonomi.

9. Keuangan Daerali adalali se1nUa hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat
dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut.
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10.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,pelaporan,
pettanggi1ngjaWabah,dab pengawasan keuangan daerah.

11.Kustodian adalah kegiatan penitipan harta.
12.Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada
iristarisi vertikal di wilayah tertentu, danl atau kepada glibemur
dan bupati/walikota seba.gai penanggung jawab urusan
pemerintahan umum.

BAB II
KEDUDUKAN

,Pasa12
(1) Badan Keuangan Provinsi Gorontalo berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur.
(2) Badan Keuangan dipimpin oleh KepalaBadan.

Pasa13
Badan Keuangan Provinsi Gorontalo melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk
membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pasal4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal~ Pasal 3,
Badan Keuangan ProvinsiGorontalomenyelenggarakan fungsi:
a. petiyuStihati kebijakan teknis dibidang KeuangartDaerah;
b. pembinaan dan pengawasan telmis dibidang Keuangan Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi program dibidang Keuangan Daerah;
d. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan

badan;
e. pengkoordinasian pefiyusunan dan pengelolaan anggatan

keuangan badan;
f. pengkoordinasian pengelolaan urusan kesekretariatan badan; dan
g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan dalan lingkup tugas.

BAB III
SUSUNANORGANISASI

Pasa15
(1) Susunan organisasi Baclan Keuangan Provins! Gorontalo terdiri

atas:
a. KepalaBadan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Anggaran dan Bina Keuangan Daerah;
d. Bidang Perbendaharaan;
e. BidangAkuntansi;
f. Bidang Aset;
g. Bidang Pendapatan; dan
h. K:e1ompokJabatan Fungsional.

3



(2) Dalam bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c,
huruf e, huruf f da:l huruf g ditetapkan area kerja dari masing-
masing bidang yang terdiri dari :
a. Area I meliputi SKPD:

1. Dinas Pendidikan,Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Rumah Sakit Daerah Asri Ainun Habibie;
4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
5. Dinas Pariwisata;
6. Dinas Sosial, Ilemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak;
7. Dinas Koperasi, UMKM,Perindustrian dan Perdagangan;
8. Sekretariat Daerah;
9. Badan Keuangan Provinsi Gorontalo;
10. Badan Kepegawaian;
11. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa clan Aclministrasl

Kependudukan da.n Catatan Sipi1; dan
13. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

b. Area II meliputi SKPD :
1. Dinas Pekerjaan Unlum dan Penataan Ruang;
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
4. Dinas Perhubungan;
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi;
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Sekretariat DPRD;
10. Inspektorat Provinsi;
11. Badan Penghubung;
12. Satuan Polisi Parnong Praja dan Kebakaran;
13. Dinas Pangan;
1,4. Dinas Pertanian; dan
15. Dinas Kelautan dan Perikanan.

BABIV
TUGAS DANFUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasa16
Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam
memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan
kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup pengelolaan
keuangan daerah yang meliputi bidang anggaran dan bina keuangan
daerah, bidang pendapatan, bidang perbendaharaan, bidang aset dan
bidang akuntansi.
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Pasa17
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud da1am Pasa1 6,
KepalaBadan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja

Badan sesuai dengan visi dan misi daerah;
b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan

urusan lingkup penge101aankeuangan daerah;
c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat,

Bidang-bidang, Sub Bidang-Sub Bidang, UPTB dan Kelompok
Jabatan FungsionaJ.;

d. pembinaan administrasi perkantoran;
e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di

bidang pengelolaan keuangan daerah serta pelaksanaan
hubungan kerja Sama dengan SKPD, lembagajinstansi terkait
da1amrangka penyelenggaraan kegiatan Badan;

f. pembinaan dan pengembangan karier pegawaiBadan;
g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaranl Pengguna Barang;
h. pelaksanaan tugas selaku Unit PengelolaBarang Daerah;
1. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai

ketentuan yang berlaku;
J. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada

Gubernur mela1ui Sekretaris Daerah dan lapotan kinerja Badan
sesupj ketentuan yang berlaku; dan

k. meiaksanakan fungsi lain yang diherikan olehGubemur.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasa18

Sekretarlat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pusat data
elektomik, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban ,dan pengawasan keuangan, pelayanan
administrasi, kehumasan, umum dan kepegawaian.

Pasa19
Da1ammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud da1am Pasal 8,
Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
a. melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta

menyusun laporan;
b. mengelolaadministrasi, keuangan dan urusan rumah tangga;
c. mengelolaumum dan Kepegawaian;
d. menyelenggarakan pelayanan kehumasan;
e. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan

kegiatan Badan secara berka1a;dan
f. melaksanakan fungsi kesekretariatan tim anggaran pemerintah

daerah.
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menyiapkan bahan evaluasi dan
pelaksanaan program kegiatan

Pasall0
Sekretariat terdiri dari :
a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Eva1uasl dan Pusat Data

Elektronik;
b. Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

PasaI 11
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pusat Data Elektronik
mempunyai tugas menyusun perencanaan dan evaluasi program
kegiatan, penyusunan laporan kinerja dan melaksanakan pendataan
serta per;gendalian Pusat Data Elektronik.

Pasal12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pusat Data Elektronik
menyelenggarakan fungsi :
a. menghimpun, mengolah, menyiapkan dan menyusun rencana

program kegiatan badan;
b. menyusun, menganalisis dan

pengendalian serta laporan
badan.

c. mengkompilasikan' dan menyusun bahan rencana strategis dan
rencana program Kegiatan;

d. menganalisa dan menyusun usulan program, rencana kerja dan
anggaran tahunan;

e. melakukan koordinasi dan menyusun anggaran belanja langsung
Badan;

f. melakukan verifikasi ketersediaan anggaran;
g. menganalisa bahan -bahan pelaporan dan melakukan

penyusunan laporan bulanan, Standar Pelayanan Minimal (SPM),
Standar Operasional Prosedur (SOP), Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Evaluasi Monitoring Program
Kegiatan;

h. mengendal1an fungsi unit pdaksana Pusat Data Elektronik; dan
1. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal13
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, verifikasi
dan pengawasan.

Pasal14
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, Sub Bagian Keuangan: menye1enggarakan fUilgsi:
a. menatausahakan pengelolaan keuangan;
b. menghimpun dan mengolah data keuangan;
c. menyusun laporan keuangan SKPD;
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d. menyusun laporan pertanggungjawaban SKPD;
e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran antara

lain:
1. kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang

disampaikan oleh PPTKdan telah disetujui oleh PA/KPA;
2. kelengkapan SPP-UPIGU ITUP, SPP-UPIGU ITUP-Nihil dan

SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya
yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundangan yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran.

f. menyiapkan dokum,enlainnya sebagai dasar pengajuan tagihan;
g. menyiapkan dan menerbitkan SPM;
h. mengajukan SPM beserta kelengkapan dokumen kepada BUD

melalui bendahara pengeluaran;
1. mengelolapembayaran gaji pegawai;
J. mengendalikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

bendahara pengeluaran;
k. membuat register SPP,SPM, penolakan penerbitan SPM,

penerimaan SPJ, pengesahan SPJ, penolakan pengesahan SPJ;
1. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan

definitive anggaran / kegiatan, register kontrak/ Surat Perintah
Kerja, daftar realisasi pembayaran kontrak dan realisasi
pembayaran per nomor kontrak;

m. membuat buku-buku catatan akuntansi sesuai dengan kebijakan
akuntansi;

n. mengarsipkan se1uruh dokumen pembayaran untuk kepentingan
pengawasan dan pengendalian;

o. secara berkala membuat berita acara hasil pemeriksaan kas dan
melaporkan kepada BUDserta PA;

p. menyiapkan bahan laporan realisasi keuangan dan penyusunan
laporan keuangan; dan

q. menyiapkan bahan/data untuk perhitungan anggaran dan
perubahan anggaran; dan

r. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal15
Sub Bagian Dmum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan,
penyusunan rencana kebutuhan barang unit, dan administrasi
kepegawaian yang berbasis aplikasi.

Pasal16
Dalam ~elaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15,
Sub Bagian Dmum dan Kepegawaianmenye1enggarakanfungsi:
a. menyusun program dan rencana kegiatan Sub Bagian Dmum dan

Kepegawaian;
b. rnelaksanakan pelayanan ketatausahaan;
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c. menyusun rencana kebutuhan pengadaan dan pendistribusian
barang perlengkapan;

d. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang investa.ns;
e. mengusulkan pengurus barang dan pembantu pengurus barang

milik daerah;
f. mengelola data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi

pegawaiberbasis aplikasi;
g. mengembangkan kapasitas SDMAparatur;
h. menyelenggarakan tata laksana, pemeliharaan kebersihan,

keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
1. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
J. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian;
k. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan

dari Sekretaris;
1. menyiapkan dan menyusun program ketja dan rencana kegiatan

Sub Bagian Umumdan Kepegawalan;
m. memantau, dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin

yang menjadi tanggungjawabnya;
n. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan

pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
o. menyiapkan data yang wajib menyampaikan LHKPN,LHKASN,

dan SPT;
p. menyiapkan serta menghimpun data tentang sasaran kinerja

pegawai, Standar Operasional Prosedur (SOP),Standar Pelayanan
Minimum (SPM);

q. menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan, informasi
jabatan dan standar kompetensi jabatan struktural;

r. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit;
s. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan

peng3.dministrasiannaskah dinas serta perlengkapan kepada unit
kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang
ditetapkan;

t. me1aksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas
serta administrasi perjalanan dinas;

u. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman
surat, penggandaan naskah dinas (SPT/ SPPD/ Konsep Surat
berdasarkan te1aahan bidang-bidang),kearsipan dinas;

v. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan
naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan
pemerintah daerah; dan

w. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.
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Bagian Ketiga
BidangAnggaran dan Bina Keuangan Daerah

Pasa117
Bidang Anggaran dan Bina Keuangan Daerah mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan penganggaran, dan menyiapkan rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melakukan verifikasi
pengelolaan anggaran daerah dan pertanggungjawaban keuangan
daerah, serta melakukan pembinaan dan evaluasi rancangan APBD
pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal18
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
Bidang Anggaran dan Bina Keuangan Daerah rnenyelenggarakan
fungsi:
a. melakukan koordinasi pengelolaan anggaran pendapatan,

anggaran pembiayaan dan anggaran belanja daerah;
b. menyiapkan rumusan kebijakan bidang penganggaran;
c. melaksanakan kebijakan bidang penganggaran;
d. merumuskan standar operasional dan prosedur bidang

penganggaran paciaSKPD;
e. menyusun pedoman pelaksanaan APBD;
f. memberikan birnbingan teknis dan evaluasi bidang penganggaran

pada SKPD;
g. melaksanakan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah

perbaikan keuangan daerah;
h. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi bidang penganggaran

pemerintah KabupatenIKota;
1. menyiapkan bahan pedorrtan dan petunjuk teknis penyusunan

RKA-SKPDdan RKA..PPKD;
J. menyusun APBDdan Perubahan APBD;
k. melakukan verifikasi pengelolaan anggaran daerah dan

pertangungjawaban keuangan.daerah;
1. melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan keuangan daerah

pada Kabupatenl Kota;
m. me1aksanakan fungsi kesekretariatan Tim Anggaran Pemerintah

Daerah;
n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan kepala

bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya; dan
o. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal19
Bidang Anggaran dan Bina Keuangan Daerah terdiri dari :
a. Sub BidangAnggaranArea I;
b. Sub Bidang AnggaranArea II; dan
c. Sub Bidang Bina Keuangan Daerah KabupatenjKota.
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Pasal20
Sub Bidang Anggaran Area I mempunyai tugas pada SKPDLingkup
Area I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf a dalam
menyiapkan data dasar penyusunan kebijakan penganggaran,
menyusun dan melakukan pembinaan teknis pengelolaan serta
mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan, anggaran
belanja dan anggaran pembiayaan daerah .

dan bimbingan atas
serta ketaatan anggaran

1.

j.

. Pasa121
Dalam 'melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 20, Sub 13idangAnggaranArea I menyelenggarakan fungsi :
a. mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep kebijakan umum

anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
b. menyusun konsep nota kesepakatan kebijakan umum anggaran

serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
c. menyusun konsep nota keuangan dan konsep pidato kepala

daerah mengenai keuangan;
d. menyusun draf pergub tentang Standar Harga Regionai(SHR);
e. memberikan penjelasan atas evaluasi yang dilakukan oleh

KementerianDalam'Negeri;
f. membantu pemberian pertimbangan pergeseran anggaran;
g. membantu pengendalian penatausahaan anggaran SKPD;
h. membantu pemberian masukan atas laporan realisasi anggaran

dan kajian serta mendesimalkan best practice dan sound practice
penganggaran keuangan;
membantu pemberian pelayanan
penyusunan dan pergeseran anggaran
atas ketentuan yang berlaku; dan
melaksanakan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasa.l22
Sub Bidang Anggaran Area II mempunyai tugas pada SKPDLingkup
Area II sebagaimana dimaksud daiam Pasai 5 Ayat (2)huruf b dalam
menyiapkan data dasar penyusunan kebijakan penganggaran,
menyusun dan melakukan pembinaan teknis pengelolaan serta
mengkaji ulang hasH verifikasi anggaran pendapatan, anggaran
belanja dan anggaran pembiayaan daerah'

Pasa123
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasa122, Sub BidangAnggaranArea iimenyeienggarakan lungsi:
a. mengkoordinasikan penyusunan RKA-SKPD,RKA-PPKDdan

penyusunan konsep RAPBD;
b. menyusun draf Peraturan Daerah tentang APBD dan Draf

Peraturan KepalaDaerah tentang Penjabaran APBD;
c. mempersiapkan penerbitan DPA-SKPDdan DPA-PPKD;
d. memberikan penjelasan atas evaluasi yang dilakukan oleh

KementerianDalam Negeri;
e. membantu pemberian pertimbangan pergeseran anggaran;
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dan bimbingan atas
serta ketaatan anggaran

1.

f. membantu pengendalian penatausahaan anggaran SKPD;
g. membantu pemberian masukan atas laporan realisasi anggaran

dan kajian serta mendesimalkan best practice dan sound practice
penganggaran keuangan;

h. membantu pemberian pelayanan
penyusunan dan pergeseran anggaran
atas ketentuan yang berlaku; dan
melaksanakan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasa124
Sub Bidang Bina Keuangan Daerah KabupatenjKota mempunyai
tugas menyusun pedoman umum dan pedoman teknis serta
melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah pada
KabupatenjKota.

Pasal25
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 24, Sub Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/kota
menyelenggarakan fungsi:
a. melaksanakan penyebaran kebijakan pemerintah pusat dan

pemerintah provinsi yang mempengaruhi system penganggaran
pemerintah KabupatenjKota;

b. memberikan pelayanan dan penjelasan pemecahan masalah
penyusunan dan pelaksanaan anggaran pemerintah
KabupatenjKota;

c. melaksanakan evaluasi terhadap ketaatan asas, norma, struktur
anggaran dan sinkronisasi kebijakan nasional dengan kebijakan

, pelaksanaan anggaran daerah;
d. melaksanakan penyiapan konsep hasil evaluasi atas rencana

peraturan daerah tentang APBD dan rencana peraturan kepala
daerah tentang penjabaran APBD dari pemerintah Kabupatenj
Kota;

e. menyiapkan laporan perkembangan rencana dan realisasi
.pelaksanaan APBD dari pemerintah Kabupaten/Kota;

f. melaksanakan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi serta
fasilitasi terkait penyusunan APBD dan pelaksanaan APBD
KabupatenjKota;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD
KabupatenjKota; dan

h. melaKsanakan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat

Bidang Perbendaharaan
Pasa126

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyusun kebijakan,
koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan APBD,
program kerja dan kegiatan Bidang Perbendaharaan.
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Pasal27
Dalam me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasa126, BidangPerbendaharaan menye1enggarakanfungsi:
a. pengkoordinasian pengelolaankas daerah;
b. pengkoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah;
c. pengkoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;
d. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksaaan program, kegiatan

dan anggaran bidang perbendaharaan sebagai acuan pelaksanaan
tugas;

e. mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka
rekening kas umum daerah, pelaksanaan dan pengendalian
penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening
kas umum daerah, serta pelaksanaan rekonsiliasi dengan Bank
umum pemerintah atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

f. mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian
lembar SP2D;

g. mengoordinasikan pelaksanaan clan penelitian keiengkapan
dokumen pengesahan SPJ, pemberian pembebanan rindan
penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta
penerbitan SKPP;

h. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan
pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan
pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga(PFK);

1. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang
timbul akibat pengelolaan kas, pe1aksanaan analisis
pemberdayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi
kas;

J. mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran
kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan
instansi terkait;

k. tnengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi
keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan penge1uaran
kas serta penatausahaan dan pertanggungiawaban (SPJ);

1. mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD
restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan;

m. mengoordinasikan penerbitan SPDSKPD,BLVDdan PPKD;
n. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang

perbendaharaan;
o. pengkordinasi penataan keuangan daerah;
p. menandatangani dokumen surat penyediaan dana;
q. pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan penge1uaran kas

daerah;
r. penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang

berkaitan dengan penerimaan dan penge1uarankas;
s. me1akukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan kepala

bidang lainnya dalam pe1aksanaan tugasnya;
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c.
d.

e.

f.

g.

h.

t. melakukan koordinasi dengan JaJaran Pemerintah book,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi
vertikal dalam rangka penye1enggaraan tugas sesuai kebijakan
Kepala Badan; dan

u. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasa128
Bidarig Perbendaharaan terdiri dan:
a. Sub Bidang Verifikasi Area I;
b; Sub Bidang Verifikasi Area II; dan
a. Sub Bidang Kostudion.

Pasal29
Sub Bidang Verifikasi Area I mempunyai tugas pada SKPD Lingkup
Area I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dalam
meiaksanakan pembinaan penatausahaan dan pengenda1ian
pe1aksanaan APBD.

Pasal30
Dalam menyelenggarakan tugas sebagOOmana dimaksud dalam
Pasal29, Sub Bidang Verifikasi Area I menyelenggarakan fungsi:
a. memverifikasi kelengkapan SPM UP/GUPjTUPjLSjNihil;
b. meneliti ketepatan pembebanan belanja pada Surat Perintah

Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari
Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD;
melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah;
melaksanakan bimbingan teknis penatausahaan keuangan
daerah;
membuat draf keputusan BUD tentang Bendahara Penerimaan•dan Pengeluaran;
membuat draf keputusan kepala daerah tentang mekanisme dan
besaran uang persediaan;
menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan
Perbendaharaan;dan
meiaksanakan fungsi laIn sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasa131
Sub Bidang Verifikasi Area II mempunyai tugas pada SKPD Lingkup
Area II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dalam
melaksanakan pembinaan penatausahaan dan pengendalian
pelaksanaan APBD.

Pasa132
Dalam melaksanakan tugas sebagOOmana dimaksud dalam
Pasal 31, Sub Bidang Veriftkasi Area IImenyelenggarakan. fungsi:
a. melakukan verifikasi kelengkapan SPM UP/GUP/TUP/LS/Nihi1;
b. meneliti ketepatan pembebanan belanja pada Surat Perintah

Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari
Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD;
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a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.

h.
1.

J.

k.
1.
m.

n.

c. menyusun draf prosedur pembayaran dan pembebanan APBD;
d. membuat daftar gaji;
e. mengkaji ulang hasH verifikasi pengelolaan kas daerah;
f. melaksanakan rekonsiliasi atas potongan/ penyetoran

Taspen,BPJS,Pajak,penerimaan titipan uang muka, penerimaan
uang jaminan dan penerimaan uang jaminan yang sejenis;

g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan
Perbendaharaan;dan

h. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasa133
Sub Bidang Kostudion mempunyai tugas melaksanakan
penatausahaan kas daerah, menandatangani dokumen pembayaran
berupa SP2D dan Daftar Uji, memungut dan menyetor perhitungan
Pihak ketiga,membuat laporan dan informasi terhadap ketersediaan
dana.

Pasa] 34
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasa133, Sub Bidang Kostudion mempunyai fungsi sebagai berikut:

melaksanakan pengelolaan kas daerah;
melaksanakan pemindahan kas daerah;
me1aksanakan bimbingan teknis penge10laan dan
pemindahbukuan kas daerah;
membuat rencana penggunaan dana;
menandatangani SP2D berdasarkan SPMyang telah diverifikasi;
membuat Daftar Uji atas SP2D yang telah ditandatangani;
mengirim Daftar Uji dan SP2D yang telah ditandatangani ke Bank
Pembayar (PT.Bank BRI Cabang Gorontalo);
memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPh;
menandatangani bukti transfer Giro,Cek dan Dokumen lain yang
sejenis yang membebani rekening kas daerah;
mencatat seluruh mutasi masuk dan mutasi keluar atas
transaksi kas daerah;
melaporkan posisi kas secara berkala;
membuat rekonsiliasi Bank;
memberikan informasi serta saran/masukan pada BUD tentang
penempatan deposito pada bank-bank;
melakukan penempatan dan pencairan dana deposito pada bank
atas persetujuan Pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan
Daerah dan BUD;

o. melaporkan posisi saldo dana deposito pada BUD secara periodik;
p. melakukan kerjasama dengan pihak bank dalam penempatan

dana deposito atas persetujuan Pemegang kekuasaan pengelolaan
Keuangan Daerah dan BUD;

q. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan dana
deposito;

r. memproses penerbitan dan pendistribusian SP2D;
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a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.
I ""\

h.

l.

J.

k.

l.

m.
n.

s. melaksanakan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan
pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;

t. membuat laporan penyediaan dana anggaran;
u. membuat kartu kendali penyediaan dana anggaran; dan
v. membuat Laporan ~egister SPD dan SP2D;

Bagian Kelima
Bidang Akuntansi

Pasal35
Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan perumusan
kebijakan teknis akuntansi, mengkoordinasikan pembukuan
anggaran (akuntansi) penerimaan kas dan pengeluaran kas daerah
serta mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Pasal36
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana. dimaksud dalam
Pasal 35, Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan
kas daerah;
pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran
kas daerah;
Pengoordinasian .kegiatan penyusunan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
pengoordinasian kegiatan penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi;
pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi;
Pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLVD
dan PPKD;
penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
pengoordinasian kegiatan penyusunan jawaban eksekutif dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta
pembiayaan;
penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBI;>;
peny\1sunan kebijakan dan panduan teknis operasional
penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Provinsi;
penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Provinsi;
pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas Bukti Memorial;
pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan
laporan keuangan Pemerintah Provinsi sesuai Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah;

15 KABAN ASISTER SEKDA



, \

o. melaksanakan administrasij pembukuan keuangan, meneliti,
menghimpun laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik
laporan bulanan, triwulanan dan semesteran sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai ketentuan
akuntansi;

p. melaksanakan tugas koordinasi dengan BPK,BPKP, Inspektorat
ProvinsijKabupatenjKota, dinas keuangan pada pemerintah
KabupatenjKota serta dengan Menteri Keuangan Dan Menteri
DalamNegeri;

q. melaksanakan koordinasi dengan bidang terkait dalam rangka
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;

r. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan evaluasi Laporan
Keuangan ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam
Negeri dengan bidangjunit kerjajinstansi terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

s. melakukan monitoring dan evaluasi penatausahaan persediaan
l1ngkupSKPDPemerintah Provinsi;

t. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan laporan
bulanan, triwulan dan semesteran serta laporan keuangan
pemerintah daerah KabupatenjKota;

u. melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah pemerintah
KabupatenjKota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
bersama bidang terkait;

v. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan
pertanggungjawa1:?anpelaksanaan tugas;

w. mela1,.:ukankoordinasi, monitoring, evaluasi, rekonsiliasi data
serta pembinaan yang berkaitan dengan kegiatan dekonsentrasi
dan tugas pembantuan pada instansij SKPD terkait di wilayah
provinsi gorontalo;

x. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pada KanwilDitjen
Perbendaharaan WilayahGorontalo;dan

y. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasa137
BidangAkuntansi terdiri dad :
a. Sub BidangAkuntansi Keuangan dan AsetArea I;
b. Sub BidangAkunta'nsiKeuangan dan AsetArea II; dan
c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

Pasal38
Sub Bidang Akuntansi Keuangan dan Aset Area I mempunyai tugas
pada SKPDLingkup Area I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf a dalam menyusun program dan menyjapkan bahan
perumusan kebijakan teknis penyusunan akuntansi keuangan dan
melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan.
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Pasa139
Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal38,
Sub BldangAkuntansi Keuangan dan AsetArea t menyelenggarakan
fungsi:
a. menyusun program dan kegiatan kerja Sub Bidang Akuntansi

Keuangan dan AsetAreaI;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan
akuntansi Keuangan dan AsetAreaI;

c. menyiapkan bahan dan administrasi penyusunan laporan
keuangan daerah Sub Bidang Akuntansi Keuangan dan Aset
AreaI;

d. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan, pedoman
dan petunjuk teknis dibidang alruntansi dan Aset Area I guna
tertib administras,;

e. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik
laporan bulanan, triwulanan dan semesteran sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan pengolahan penerimaan dan pengeluaran kas
daerah;

g. mengkaji ulang hasil verifikasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran kas daerah;

h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan
dan pengeluaran kas daerah;

1. melaksanakan pencatatan akuntansi secara sistematls dan
kronologisuntuk memperlancar pe1aksanaan tugas;

J. melaksanakan pencat.atan akuntansi dan Aset Area I yang
sifatnya administrasi berupa perhitungan, pemindahan dan
perbaikan serta jumal penyesuaian;

k. menyiapkan bahan koordinasi dengan BPK, BPKP, Direktorat
Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri,
serta Inspektorat Provinsi;

1. menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan evaluasi Laporan
Keuangan ke Kementrian Keuangan dan Kementrian Dalam
Negeri dengan bidangjunit keIjafinstansi untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan penyimpanan arSlp sesuai tugas dan
kewenangannya;

n. menelitijurnal penyesuaian;
o. melaksanakan koordinasi di lingkungan badan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

p. melakukan rekonsiliasi aset antara simda keuangan dan simda
barang dalam rangka penyusunan laporan keuangan;

q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan berkaitan
dengan tugas bidang akuntansi keuangan dan Aset Area I; dan

r. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasa140
Sub BidangAkuntansi Keuangan dan Aset Area II mempunyai tugas
pada SKPDLiiigkup .Area I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) buruf b, dalam menyusun program dan menyiapkan bahan
perumusan kebijakan teknis penyusunan akuntansi aset dan
melaksanakan kegiatan akuntansi Aset.

Pasa141
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40, Sub Bidang Akuntansi dan Aset Area II menyelenggarakan
fungsi:
a. menyusun program dan kegiatan keIja Sub Bidang Akuntansi

Keuangan dan AsetArea II;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan

akuntansi Keuangan dan AsetArea II;
c. menyiapkan bahan dan administrasi penyusunan laporan

keuangan daerah Sub Bidang Akuntansi Keuangan dan Aset
AreaII;

d. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan, pedoman
dan petunjuk teknis dibidang akuntansi dan Aset Area II guna
tertib administrasi;

e. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik
laporan bulanan, triwulanan dan semesteran sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan pengolahan penenmaan dan pengeluaran kas
daerah;

g. mengkaji ulang hasil verifikasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran kas daerah;

h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan
dan pengeluaran kas daerah;

1. melaksanakan pencatatan akuntansi secara sistematis dan
kronologisuntuk memperlancar peiaksanaan tugas;

J. melaksanakan pencatatan akuntansi dan Aset Area II yang
sifatnya administrasi berupa perhitungan, pemindahan dan
perbaikan serta jurnal penyesuaian;

k. menyiapkan bahan koordinasi dengan BPK, BPKP, Direktorat
Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri,
serta Inspektorat Provinsi;

1. menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan evaluasi Laporan
Keuangan ke Kementrian Keuangan dan Kementrian Dalam
Negeri dengan bidang/unit keIja/instansi untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan penyimpanan arsip sesuai tugas dan
kewenangannya;

n. menelitijumal penyesuaian;'
o. melaksanakan koordinasi di lingkungan badan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
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p. melakukan rekonsiliasi aset antara simda keuangan dan simda
barang dalam rangka penyusunan laporan keuangan;

q. me1aksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan berkaitan
dengan tugas bidang akuntansi keuangan dan Aset Area II;dan

r. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal42
Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun
program, melaksanakan penyusunan pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan.

Pasa143
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42, Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan menyelenggarakan
fungsi:
a. menyusun programdan kegiatan kerja Sub BidangPelaporan;
b. melaksanakan pembinaan teknis pembukuan anggaran

penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
c. melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan

laporan dan pertanggungjawaban keuangan akuntansi belanja
dan pembiayaan;

e. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keuangan Daerah Sub
Bidang Pelaporan;

f. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan, pedoman
dan petunjuk teknis dibidang akuntansi guna tertib administrasi;

g. menyiapkan laporan hasH pelaksanaan kegiatan secara periodik
laporan bulanan, triwulanan dan semesteran sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan pencatatan akuntansi secara sistematis dan
kronologisuntuk memperlancar pelaksanaan tugas.

i. melaksanakan pencatatan akuntansi yang sifatnya administrasi
berupa perhitungan, pemindahan dan perbaikan serta jumal
penyesuaian;

j. merr;berikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi
pelaksanaan tugas;

k. menyiapkan bahan koordinasi dengan BPK, BPKP, Direktorat
Jenderal dan lnspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri,
serta Inspektorat Provinsi;

1. menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan evaluasi Laporan
Keuangan ke Kementrian Keuangan dan Kementrian Dalam
Negeri dengan bidang/unit kerja/instansi untuk kelancaran
pe1aksanaan tugas;

m. melaksanakan penyimpanan arsip sesuai tugas dan
kewenangannya;

n. menelitijumal penyesua.ian;
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permintaan
Negeri dan

t.

o. menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan penyusunan
laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran,
neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan
operasional, laporan perubahan SALdan catatan atas laporan
keuangan pemerintah provinsi;

p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan berkaitan
dengan tugas BidangAkuntansi pelaporan;

q. melaksanakan koordinasi di lingkungan badan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

r. melaksanakan penyimpanan arsip yang menjadi tanggung
jawabnya sebagai dokumen;

s. menyusun telaahan staf sesuai bidang tugasnya;
menyiapkan bahan dan laporan keuangan atas
Kementerian Keuangan atau Kementerian DaJ.am
instansi terkait lainnya;

u. menyarnpaikan laporan hasil evaluasi monitoring penatausahaan
persediaan di llngkunga SKPD pemedntah Provinsl;

v. melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, rekonsiliasi data
serta pembinaan yang berkaitan dengan kegiatan dekonsentrasi
dan tugas pembantuan pada instansi/ SKPD terkait di wilayah
provinsi gorontalo;

w. menyarnpaikan hasil monitoring dan evaluasi pada KanwilDitjen
Perb~ndaharaan WilayahGorontalo;dan

x. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.
BagianKeenam
BidangAset
Pasa144

Bidang Aset mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyangkut
tentang Perencanaan, Pengamanan, Pemanfaatan, Penilaian,
Penghapusan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan Aset.

dan penyiapan bahan
penyusunan rencana

Pasa145
Dalammelaksanakan l.ugassebagaimana dimaksud dalarn Pasal44,
BidangAsetmenyelenggarakanfungsi :
a. mengkoorclinasikan dalam penelitian

pertimbangan persetujuan dalam
kebutuhan barang milikdaerah;

b. mengkoordinasikan dalam penelitian dan penyiapan bahan
pertimbangan persetujuan dalarn penyusunan rencana
kebutuhan pemeliharaanjperawatan barang milikdaerah;

c. mengkoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan
pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milikdaerah;

d. mengkoordinasikanhasil penilaian barang milikdaerah;
e. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan,

pemusnahan dan penghapusan;
f. mengkoordinir penyimpanan dolrumen asH kepemilikan barang

milikdaerah;
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g. mengkoordinir pe1aksanaan rekonsiliasi dalam rangka
penyusunan 1aporan barang milik daerah;

h. mengkoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan
barang milik daerah dari SKPD;

1. mengkoordinasikan penyusunan konsep pe1aksanaan
inventarisasi barang milik daerah;

J. mengkoordinasikan dan me1aksanakan pembinaan pengelolaan
barang milik daerah;

k. mengkoordinasi penyusunan kebutuhan barang milik daerah;
1. mengkoordinasi penetapan status barang milik daerah;
m. mengkoordinasi pemanfaatan, pemusnahan, peminclahtanganan

dan penghapusan barang milik daerah;
n. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian pemanfaatan,

pemindahtanganan dan penyusunan neraca barang milik daerah;
o. mengkoordinasikan pengamanan baran milik daerah;
p. merumuskan kebijakan teknis sistem pencatatan dan pelaporan,

pemanfaatan dan penghapusan aset;
q. mengkoordinasikan seluruh penatausahaan aset;
r. me1aksanakan kegiatan penilaian asset kerjasama dengan

instansi terkait;
s. mengkaji dan memproses penghapusan aset yang di usulkan oleh

SKPD;
t. melaksanakan rekonsiliasi pencatatan Barang Milik Daerah

(BMD) dan menghimpun serta menyimpan bukti kepemilikan
I

aslinya;
u. mengkaji dan memproses pemindahtanganan aset;
v. melaksanakan dan menyelenggarakan pemutakhiran data aset

daerah;
w. mengkaji dan memproses usulan hibah, usulan pencatatan dan

mutasi barang milik daerah (BMD) yang di usulkan oleh
SKPD;dan

x. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasa146
Bidang Aset terdiri dari:
a. Sub Bidang Penataan, PengendaIian dan Pelapotan Asef (P3A}

Area I;
b. Sub Bidang Penataan, Pengendalian dan Pe1aporan Aset (P3A)

Area II; dan
c. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Aset.

Pasa147
Sub Bidang Penataan, Pengendalian dan Pelaporan Aset (P3A)Area I
mempunyai tugas pada SKPD Lingkup Area Isebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dalam mempersiapkan bahan dan
data tentang pengamanan aset daerah, petunjuk teknis pencatatan
dan pelaporan, penilaian, penghapusan, pemanfaatan dan
pemindahtangan aset daerah.
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Pasal48
Dalam menyelenggarakan tuga.s sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47,. Sub Bidang Penataan, PengendaHan dan Pdaporan Aset
(P3A)Area I menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana program dan kegiatan kerja Sub Bidang P3A

Area I;
b. melaksanakan penatausahaan dan pelaporan barang milik

daerah;
c. melaksanakan pemantaun dan pengamanan barang milik daerah;
d. menganalisis konsep penetapan status penggunaan barang milik

daerah;
e. mengklarifikasi hasH penetapan status penggunaan,

pemanfaatan, pemusnahan, pemindatanganan dan penghapusan
barang milik daerah;

f. mempersiapkan dan memproses usulan pemanfaatan BMDdari
SKPD;

g. menghimpun data Rencana kebutuhan Barang MilikDaerah dan
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang MilikDaerah;

h.. menghimpun daftar kebutuhan BMD dan daftar Kebutuhan
Pemeliharaan BMD;

1. menyusun rekapitulasi laporan hasil pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Daerah;

J. memproses penetapan status pengguna barang milik daerah;
k. mengklarifikasi hasil penetapan status penggunaan,

pemanfaatan, pemusnahan, pemindatanganan dan penghapusan
barang milik daerah;

1. menyusun laporan tahunan tentang aset tetap Pemerlntah
Daerah;

m. menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dengan SKPD
sesuai pengelolaan BMD;

n. menyiapkan Surat Keputusan tentang pengurus dan pembantu
pengurus barang di Lingkungan Pemerlntah ProvinsiGorontalo;

o. melakukan update, maintenance dan penatausahaan barang
dengan Sistem informasi manajemen Barang Milik Daerah
(SIMDA-BMD);

p. menyimpan dan mendokumentasikan dokumen asHBarang Milik
Daerah untuk diamankan; dan

q. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasa.149
Sub Bidang Penataan, Pengendalian dan Pelaporan Aset (P3A)Area II
mempunyai tugas pada SKPDLingkupArea II sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat. (2) huruf b, dalam membantu kepala bidang
memper~iapkan bahan dan data tentang pengamanan aset daerah,
petunjuk teknis pencatatan dan pelaporan, penilaian, penghapusan
dan pemindahtangan aset daerah.
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PasalSO
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal49,
Sub Bidang Penataan, Pengendalian dan Pelaporan Aset (P3A)Area II
menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana program dan kegiatan kerja Sub Bidang P3A

Area II;
b. melaksanakan penatausahaan dan pelaporan barang milik

daerah;
c. melaksanakan pemantaun dan pengamanan barang milik daerah;
d; menganalisis konsep penetapan status penggunaan barang milik

daerah;
e. mengklarifikasi hasil penetapan status penggunaan,

pemanfaatan, pemusnahan, pemindatanganan dan penghapusan
barang milik daerah;

f. mempersiapkan dan memproses usulan pemanfaatan BMD dari
SKPD;

g. menghlmpun data Rencana kebutuhan Barang Mliik: Daerah dan
Rencana Kebutuhan PemeHharaan Barang Milik Daerah;

h. menghimpun daftar kebutuhan BMD dan daftar Kebutuhan
PemeHharaan BMD;

1. menyusun rekapitulasi laporan hasil pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Daerah;

j. memproses penetapan status pengguna barang milik daerah;
k. mengklarifikasi hasil penetapan status penggunaan,

pemanfaatan, pemusnahan, pemindatanganan dan penghapusan
barang milik daerah;

1. menyusun laporan tahunan tentang aset tetap Pemerintah
Daerah;

m. menyjapkan bahan pembinaan dan koordinasi dengan SKPD
sesuai pengelolaan BMD;

n. menyjapkan Surat Keputusan tentang pengurus dan pembantti
peng:urus barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;

o. melakukan update, maintenance dan penatausahaan barang
dengan Sistem informasi manajemen Barang Milik Daerah
(SIMDA-BMD);

p. menyimpan dan mendokumentasikan dokumen asH Barang Milik
Daerah untuk diamankan; dan

q. me1aksanakan lungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasa151
Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Aset mempunyai tugas
melakukan penyiapan, bah an perumusan kebijakan teknis meliputi
penetapan kebijakan, pelaksanaan, analisis kebutuhan, pembinaan
dan fasilitasi perencanaan serta evaluasi penatausahaan aset daerah.
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dalam
Aset

Pasal52
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
Pasal 51, Sub Bldang Perencanaan clan Evaluasi
menyelenggarakan fungsi:
a. menganalisis konsep kebutuhan barang milik daerah;
b. menganalisis konsep permohonan pemanfaatan, pemusnahan,

pemindatanganan dan penghapusan barang milik daerah;
c. melaksanakan pembinaan teknis penyusunan kebutuhan barang

milik daerah;
d. melaksanakan bimbingan teknis penetapan status penggunaan

barang milik daerah;
e. melaksanakan birnbingan teknis pemanfaatan, pernusnahan,

pemindatanganan dan penghapusan barang milik daerah;
f. melaksanakan bimbingan teknis pengamanan barang milik

daerah;
g. menyusun pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku tentang penatausahaan Aset;
h. memproses Surat Keputusan pengurusjpembantu pengurus

barang sesuai usulan dan kebutuhan SKPD;
i. menghimpun dan melaporkan data Rencana Kebutuhan Barang

Unit {RKBU)dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit
(RKPBU);

J. menyusun Daftar Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)dan
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU);

k. membuat perencanaan regulasi aset;
1. menyusun bahan kebijakan umum dan teknis atas pengelolaan

aset daerah; dan
m. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidal)gPendapatan

Pasal 53
Bidang Pendapatan mempunyai tugas menyusun dan merumuskan
kebijakan teknis tentang pengembangan, pengkoordinasian,
pelaksanaan pendapatan daerah, penyusunan laporan, rekonsiliasi
dan evaluasi pendapatan daerah.

Pasal54
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal53,
Bidang Pendapatan menyelenggarakartfungsi ~
a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pemungutan Pajak

Daerah dari pendataan, pengenaan, penetapan, pembayaran,
penagihan dan piutang pajak daerah;

b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pelayanan dan
keberatan Pajak Daerah {doieansi);

c. pengoordinasian kegiatan penghimpunan, penyusunan,
pengolahan, dan penyampaian laporan data subjek dan objek
Pajak Daerah;
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d. pelaksanaan penyelesaian keheratan Pajak Daerah (doleansi) dan
pengaduan pelayanan;

e. penyusunan rumusan kebijakan teknis sebagai dasar penetapan
Pajak Daerah;

f. pelaksanaan pembukuan subjek dan objek Pajak Daerah;
g. pe1aksanaan pemungutan Pajak Daerah;
h. pelaksanaan evaluasi pelayanan dan pemungutan Pajak Daerah;
1. pe1aksanaan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait;
J. fasili~asi, sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data penerimaan

BaglHasl! Pajak dan penerimaan BagiHasil Bukan Pajak;
k. fasilitasi, sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data penerimaan

Retribusi Daerah dan Lain.:.LainPendapatan;
1. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan

PAD sektor Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan, Bagi
HasHPajak dan BagiHasHBukan Pajak;

m. pe1aksanaan penyusunan kebijakan teknis pemungutan dari
pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, piutang Retribusi
Daerah dan Lain-LainPendapatan;

n. penyusunan kebijakan teknis terkait pemungutan Retribusi
Daerah dan Lain-LainPendapatan;

o. penyusunan rurnusan kebijakan teknis terkait Target dan Tarif
Retribusi Daerah dan Lain-LainPendapatan;

p. penyusunan rumusan kebijakan pengembangan obyek Retribusi
Daerah dan optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-
Lain Pendapatan;

q. pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian dan instansi terkait;
r. pengoordinasian penyusunan laporan hasH pelaksanaan program

kegiatan terkait dengan penerimaan Retribusi Daerah, Lain-Lain
Pendapatan, BagiHasHPajak dan BagiHasHBukan Pajak;

s. menyusun rencana penerimaan dan target atas potensi
pendapatan asH daerah serta penerimaan yang bersumber
dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah;dan

t. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasa155
Bidang Pendapatan terdiri dari :
a. Sub BidangManajemen Pajak Daerah;
b. Sub Bidang Dana Perimbangan, Retribusi dan Pendapatan 1ain-

lain; dan
c. Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan.

Pasa156
Sub Bidang Manajemen Pajak Daerah mempunyai tugas menyiapkan
bahan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan pajak yang
menjadi kewenangan Provinsiyaitu:
a. Pajak Daerah :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
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2. Bea BalikNamaKendaraan Bermotor(BBNKB);
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
4. PajakAirPermukaan (PAP)dan;
5. Pajak Rokok.

b. PengelolaanKekayaandaerah yang di pisahkan; dan
c. Lain-lainPendapatan AsHDaerah yang sah.

Pasal57
Dalam melaksanakaG tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56, Sub Bidang Manajemen Pajak Daerah meyelenggarakan
fungsi:
a. memeriksa konsep daftar wajib pajak daerah;
b. menyusun rencana kegiatan pendataan pajak daerah;
c. mengawasi pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak daerah;
d. mengawasi d~ mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak;
e. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan pajak

daerah;
f. menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
g. menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek

dan subjek pungutan serta perkembangannya;
h. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan usulan

penetapan dan perubahan tarif pungutan pajak daerah
1. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan dasar pengenaan

Pajak.daerah;
J. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan

serta teknis pengenaan Pajak daerah;
k. menyiapkan usulan penetapan target penerimaan Pajak daerah;
1. memberikan pertimbangan penetapan keputusan pemberian

sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang
pemungutan Pajak daerah;

m. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
lainnya;

n. melaksanakan kegiatan supervisi dan monitoring pemungutan
dan pelayanan Pajak daerah;

o. menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup
bidang;

p. melaksanakan mekanisme tata cara pengoprasian program
aplikasi penerimaan pajak;

q. melakukan verifikasi dan survey harga pasaran umum nilai jual
kendaraan bermotor;

r. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Nilai Jual
Kendaraan Bermotor (NJKB);dan

s. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal58
Sub Bidang Dana Perimbangan, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
mempunyai tugas me1aksanakan Rekonsiliasiladminlstrasl dan
merumuskan bahan kebijakan teknis pendapatan yang bersumber
dari dana perimbangan/retribusi dan lain-lain pendapatan daerah
yang sah.

Pasa] 59
Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal58,
Sub Bidang Dana Perimbangan, Retribusi dan Pendapatan
Lain-lainmenyelenggarakanfungsi :
a. mengawasi pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan

lain-lain;
b. melaporkan hasil pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain.
e. menyusun reneana kegiatan dan anggaran;
d. menyiapkan usulan penetapan penerimaan penetapan dan

perubahan Target Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
e. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan

serta teknis pemungutan dan pengelolaan Retribusi Daerah dan
Pendapatan Lainnya;

f. menyusun, merumuskan, mengusulkan penetapan dan
perubahan TarifRetribusi Dae-rahdan Pendapatan Lainnya;

g. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan
PADsektor Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;

h. melaksanakan kegiatan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan
klarifikasi data penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan
Lainnya;

1. menghimpun dan melaporkan data penerimaan Retribusi Daerah
dan Pendapatan Lainnya;

J. menyiapkan bahan evaluasi rancangan peraturan daerah
Kabupaten/Kota tentang Retribusi Daerah;

k. melaksanakan koordinasi dengan Kern.enterian dan instansi
terkait terhadap regulasi pe1aksanaan Retribusi Daerah dan
Pendapatan Lainnya;

1. menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup
tugas;

m. rn.embuat rancangan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)yang disesuaikan
dengan Peraturan Oaerah;

n. menyusun dan m~nyampaikan rencana penerimaan dan target
atas potensi penerimaan yang bersumber retrihusi daerah, dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;

o. melakukan koordinasi atas penerimaan pendapatan bagi hasil
pajakJbukan pajak, DAU,OAKdan Lain-lain Pendapatan Daerah
yang sah dengan instansi terkait;

p. melakukan rekonsiliasi dan koordinasi atas realisasi penerimaan
retribusi, dan dana alokasi khusus dengan instansi terkait;
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q. melakukan rekonsiliasi dan koordinasi atas realisasi penerimaan
dana alokasi khusus dan dana alokasi umum pada kementerian
terkait;

r. melakukan koordinasi dan pengkajian guna pengembangan
pendapatan daerah yang bersumber dari lain""lainpendapatan
daerah yang sah (pendapatan hibah, dana darurat dan
pendapatan lainnya);

s. menginventarisir permasalahan dan memantau realisasi
penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan, retribusi
dan lain-lain pendapatan daerah yang sab;

t. menyusun laporan mengenai realisasi penerimaan yang
bersumber dati dana perimbangan, retribusi dan lain=lain
pendapatan daerah yang sah;

u. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal60
Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan mempunyai
tugas ~elakukan pengendaH.an, sosiaiisasi, pengawasan, evaluasi
dan monitoring terhadap pendapatan daerah.

Pasal61
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60, Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Penclapatan
menyelenggarakanfungsi:
a. mengawasi pelaksanaan penghitungan bagi hasil pajak dan

bukan pajak;
b. melaporkan hasil penghitungan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
c. menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
d. menyiapkan data penerimaan, monitoring dan rekonsiliasi Dana

BagiHasil Pajak dengan instansi terkait;
e. menyiapkan bahan penghitungan AlokasiBagi HasHPajak untuk

Kabupatenj Kota;
f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sebagai bahan

penetapan AlokasiBagiHasHPajak untuk KabupatenjKota;
g. melaksanakan kegiatan fasilitasi, koordinasi, monitoring,

rekonsiliasi dan klarifikasidata penerimaan BagiHasHPajak pada
Pemerintah Kabupaten/Kota secara periodik;

h. melaksanakan fasilitasi kegiatan sosialisasi terkait dengan
Peraturan Perundang=Undangan Perpajakan bersama instansi
terkait;

1. menyusun dan menyiapkan rancangan peraturan pelaksanaan,
petunjuk teknis BagiHasHPajak;

j. menyiapkan bahan AlokasiDana Bagi HasHSumber Daya Alam,
Migas, Pertambangan Umum dan Provlsi Sumber Daya Hutan
dengan KabupatenjKota;

k. melaksanakan rekonsiliasi dengan Instansi terkait tentang Dana
Bagi HasHSumber Daya Alam,Migas, Pertambangan Umum dan
ProvisiSumber DayaHutan;
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1. menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup
tugas;

m. menyusun dan menyampaikan rencana dan target atas potensi
pendapatan;

n. merencanakan penerimaan bagi hasil pajak daerahke KabupatenjKota berdasarkan potensi pajak;
o. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan

sistem aplikasi;
p. melaksanakan sosialisasi aturan yang berkaitan dengan

pendapatan daerah;
q. melakukan rekonsiliasij realisasi penerimaan yang bersumber

dad Pajak Daerah;
r. membuat pembukuan dan pelaporan secara periode hasil

penerimaan Pajak Daerah;
s. menginventadsir permasalahan-permasalahan yang berhubungandengan Pengendalian dan pembinaan ke unit terkait

(UPTB ISamsat);
t. melakukan pengawasan dan pembukuan atas penggunaanbarang berharga surat ketetapan pajak daerah (SKPD),dan SuratPendataan Pendaftaran Kendaraan Bermotor (SPPKB);u. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan pajak daerahserta pengkajian terhadap obyek pungutan dan analisiskemungkinan adanya pengembangan obyek baru yang dapat

dijadikan sumber pendapatan daerah;
v. melakukan rekonsiliasi data bagi hasil pajak daerah

ke pemerintah KabupatenjKota; dan
w. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BABV
KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasa162
Kelompokjabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatansesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal63
(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalamPasal 62, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompokjabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsionalsenior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepadapemimpin unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan clanbeban kerJa.(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
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BAB VI
TATA KERJA
Pasal64

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat administrator dan
pejabat pengawas di lingkungan Badan Keuangan ProvinsiGorontalo
wajib menerapkan pri'nsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi
di Lingkungan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo sesuai dengan
tugas masing-masing.

Pasal65
Setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan
Badari Keuangan Provinsi Gorontalo:
a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya

masing- masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan; dan

b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila teIjadi
penyimpangan agar mengambHlangkah-iangkah yang diperiukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasa166
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat administrator
dan pejabat pengawas dibantu oleh bawahannya dan daiam rangka
pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing dan wajib
mengadakan rapat berkala.

Pasal67
Setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkUrigan
Badan Keuangan Provinsi Gorontalo wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing
dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa168
Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan
pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk
kepada bawahan.

BA~ VII
ESELON,PENGANGKATAN

DAN PEMBERHENTIAN

Pasa169
(1) Kepala Badan mentpakan jabatan merupakan jabatan eselon

IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IlIa atau

jabatan administrator.
(3) Kepala Subbagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan

eselon IVbatau jabatan pengawas.
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Pasa170
(1) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan

diberhentikan oleh Gubernur.
(2) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan

diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang
oleh Gubernur Gorontalo.

BAB Vln
KETENTUANLAIN- LAIN

Pasa171
Bagan organisasi Badan Keuangan Provinsi Gorontalo sebagaimana
tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BABIX
UNITPELAKSANATEKNIS

PasaI72
(1) Untuk melaksanakan tugas-tugas teknis yang menunjang

pe1aksanaan tugas dan fungsi Badan dapat dibentuk Unit
Pelaksana Teknis Badan;

(2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala, yang dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) serta tugas
dan fungsinya dibentuk dengan Peraturan Gubernur.

PasaI73
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan
sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 72 ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada
Menteri.

BABX
KETENTUANPERALIHAN

Pasa174
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku seluruh jabatan
yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap
melaksanakan tugas clan fungsinya. sampai dengan dibentuknya
jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan
Gubernur ini.

BAB XI
KETENTUANPENUTUP

Pasal 75
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Gorontalo Nomor 24 Tabun 2014 tentang Tugas dan
Fungsi Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo (Berita
Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 24) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 76
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tangga12 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2) lIes,eJI:laer 2016
PIt. GUBERNUR GORONTALO,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal ~ lie.eO.Jr'
SEKRETARIS DAERAH ER

fh7
WINARNI D.

2016
N I GORONTALO,

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR ••
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR at mA~1 at.i ";.TANGGAL: U .iC8:QIihll' ~'l'
TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN

PROVINSI GORONTALO

I KEPALA BADAN I
SEKRETARISr---------------------~---, ,

I II \, ..
I I

KEL JAB FUNGSIONAL SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM
I I I I I I I I I PERENCANAAN,EVALUASI&

KEUANGAN DAN KEPEGAW AlAN
I I I I I -r 1 I I PUSAT DATAELEK1RONIK

r I I I I

BIDANG
BIDANG BlDANG BIDANG . BIDANG -ANGGARAN DAN BINA - - AKUNTANSI - ASET - PENDAPATANKEUANGAN DAERAH PERBENDAHARAAN

SUB BIDANG SUBBIDANG
SUB BIDANG SUB BiDANG PENATMN SUB BIDANG

ANGGARAN - f-- - MANAJEMEN PAJAK -VERIFlKASI AREA I AKUNTANSIKEUANGAN - PENGENDALIAN DAN
AREAl DAN ASET AREA I PELAPORAN ASSET AREA I DAERAH

SUBBIDANG SUBBIDANG
SUB BIDANG SUB BIDANG

SUBBIDANG PENATAANPENGENDAUAN DANA PERIMBANGAN,
- AKUNTANSIKEUANGAN - DAN PELAPORANASSET f- RETRIBUSIDAN ~ANGGARAN - VERIFlKASI AREA II DAN ASET AREA II AREA II PENDAPATANAREAU LAIN-LAIN

SUB BIDANG SUB BIDANG SUBBIDANG
BINA KEUANGAN SUB BIDANG PERENCANAAN DAN - PENGENDALIAN DAN-DAERAH

SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN EVALUASIASSET PEMBINAAN -- KOSTUDlON -
KABUPATEN/KOTA PELAPORAN PENDAPATAN

r I
PIt. GUBERNUR GORONTALO,

UPTB 0_. _0
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